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Abstrak 

E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli 

tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan 

ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak 

penjual dengan pembeli. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat 

diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 

melalui Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang 

berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan 

bila kelak timbul gugatan. Menurut Undang-undang Dokumen Perusahaan alat bukti 

dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam Undang-

undang Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen 

eletronik merupakan perluasan dari alat bukti pertunjuk. Karena surat elektronik berupa 

informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti 

yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah 

dalam Pasal 184 KUHAP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan 

penyidik, penuntut humum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang 

alat bukti elektronik ini. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam 

menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh 

keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim 

harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera 

dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.  

 

Kata Kunci : Alat Bukti, Bukti Elektronik, Dokumen 
 

Abstract 

E-commerce is a trade transaction that allows buying and selling without having to meet 

directly between the seller and the buyer. This trading system requires a strong sense of 

trust between one another, between sellers and buyers. Recognition of electronic evidence 

as evidence that can be submitted to court and recognized as valid evidence has been 

carried out since 1977 through the Company Documents Act which stipulates that 

microfilm containing recordings of company documents can be submitted as evidence in 

court if it arises in the future. lawsuit. According to the Company Documents Law, 

electronic document evidence is part of documentary evidence, while the Corruption Law 

explicitly explains that electronic information and electronic documents are an extension 

of demonstrative evidence. Because electronic letters in the form of electronic information 

or electronic documents have been recognized as one of the legal means of evidence in 

special crimes outside the Criminal Code, parallel to the legal evidence in Article 184 of 

the Criminal Procedure Code, which is a new type of evidence, it is hoped that 

investigators, public prosecutors, advisers law and judges have an understanding of this 

electronic evidence. In examining criminal cases, it is hoped that the judge will impose a 
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sentence based on two valid pieces of evidence and the judge will gain confidence that it is 

the defendant who is guilty of committing a crime, so the judge must impose the maximum 

sentence according to the prosecutor's demands, so that the defendant becomes deterrent 

and the community's sense of justice is fulfilled. 

 

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Documents 

 

A. PENDAHULUAN 

 Salah satu perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi antara lain ada-

lah teknologi dunia maya atau disebut juga 

dengan internet (interconnection network). 

Internet sebagai media informasi dan komu-

nikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan 

untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk 

menjelajah (browsing), mencari data dan 

berita, saling mengirim pesan melalui 

email, komunikasi melalui situs jejaring 

sosial, dan termasuk untuk perdagangan. 

Kegiatan perdagangan dengan memanfaat-

kan media internet ini dikenal dengan 

istilah electronic commerce, atau di singkat 

dengan e-commerce.
1
E-commerce adalah 

suatu transaksi perdagangan yang memung-

kinkan adanya jual beli tanpa harus mem-

pertemukan secara langsung antara penjual 

dan beli. Sistem perdagangan ini memer-

lukan rasa kepercayaan yang kuat antara 

satu dengan yang lainnya, antara pihak 

penjual dengan pembeli. Pada saat ini, sei-

ring dengan pesatnya perkembangan tekno-

logi, jual beli yang dilakukan melalui inter-

net tersebut juga telah dikenal di Indonesia 

dalam beberapa tahun belakangan ini. 

 Melalui e-commerce semua forma-

litas-formalitas yang biasa digunakan dalam 

transaksi konvensional dikurangi, di sampi-

ng tentunya konsumen pun memiliki ke-

mampuan untuk mengumpulkan dan mem-

bandingkan informasi seperti barang dan 

jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh 

batas wilayah (borderless).
2
E-commerce 

                                                           
1
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI 

dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, 

Jakarta, 2004, hlm. 1. 
2
Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris 

Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi 

Informasi), Refika Aditama, Bandung, 2005, 

hlm.144. 

tidak hanya memberikan kemudahan bagi 

konsumen, namun perkembangan ini me-

mudahkan produsen dalam memasarkan 

produk yang berpengaruh pada penghema-

tan biaya dan waktu 

 Jual beli online atau sering disebut 

dengan “online shop” pada dasarnya meru-

pakan suatu kontak transaksi perdagangan 

antara penjual dan pembeli dengan meng-

gunakan media internet jadi proses peme-

sanan barang, pembayaran transaksi hingga 

pengiriman barang dikomunikasikan mela-

lui internet khususnya dalam hal ini melalui 

media sosial Instagram, Facebook, dll.
3
 

 Salah satu ruangan yang cukup 

diminati dalam situs ini adalah Jual Beli di 

dalam dunia maya ini pengguna dapat 

menawarkan dan mempromosikan apa yang 

mereka jual dan dapat juga mencari 

kebutuhan yang sedang mereka inginkan. 

Dalam jual beli yang dilakukan pada Jual 

Beli dalam dunia maya tersebut tentu akan 

menimbulkan suatu masalah antara penjual 

dan pembeli, karena sifatnya yang maya 

dan tidak terdapat pertemuan secara 

langsung antara penjual dengan pembeli 

akan tetapi bisa bertemu secara langsung 

yang dinamakan sistem Cash On Delivery 

(COD) asalkan penjual dan pembeli berada 

disuatu wilayah yang sama.  

 Dalam jual beli secara Cash On 

Delivery ini biasanya penjual mengiklankan 

gambar atau foto barang yang akan 

dijualnya melalui situs-situs olx, dengan 

mencantumkan gambar atau foto barang, 

spesifikasi barang, harga dan nomor hp 

penjual. Dalam prakteknya transaksi yang 

terjadi dalam forum tersebut juga telah ada 

kesepakatan bersama antara penjual dan 

                                                           
3
RiyekeUstadiyanto,Framework E-

Commerce, RajawaliPers, Jakarta, 2015, hlm. 11. 
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pembeli atau perjanjian bersama oleh peng-

guna forum mengenai transaksi yang akan 

dilakukan. 

 Banyak kisah dalam dunia bisnis, 

dimana sebuah perusahaan atau perseora-

ngan yang tidak menjunjung tinggi nilai-

nilai etika, tidak hanya jauh dari menda-

patkan yang mereka inginkan tetapi malah 

hancur berantakan ditengah jalan contohnya 

dengan menerapkan sanksi blacklist pada 

usaha jual beli online / online shop. 

Blacklist yaitu daftar hal yang bermasalah, 

seperti daftar penipu, pembeli yang susah 

membayar, pembeli yang tiba-tiba memba-

talkan pesanannya, dan pembeli yang hanya 

iseng dan sejenisnya. Sanksi blacklist yang 

diterapkan beberapa online shop ini perlu 

mendapatkan perhatian lebih jika ditinjau 

dari sisi hukum, namun jika kita bicara 

tentang ketentuan hukum yang mengatur 

tentang jual beli online ini, kita tidak dapat 

ingkari bahwa hal ini pun tunduk pada 

ketentuan jual beli pada umumnya karena 

yang digunakan sehingga ada pula dampak-

dampak hukum tertentu yang perlu dicari-

kan ketentuan hukum yang mengatur 

tentang dampak-dampak tersebut.
4
 

 Hal inilah yang membuat beberapa 

online shop menerapkan sanksi blacklist hal 

ini dikarenakan banyaknya konsumen atau 

pembeli memutuskan perilakunya berdasar-

kan tata nilai yang diyakininya, contohnya 

seperti membatalkan pesanan yang sedang 

dalam proses seperti pre order dalam jual 

beli online, dalam hal ini pihak online shop 

yang bersangkutan merasa dirugikan karena 

barang yang dipesan sedang dalam proses 

dan sebelumnya sudah sepakat satu sama 

lain antara pihak online shop dengan 

konsumen. Hal ini lah yang menyebabkan 

pihak online shop menerapkan sanksi blac-

klist pada konsumen agar tidak memutus-

kan prilakunya berdasarkan tata nilai yang 

diyakininya benar tanpa memikirkan hal 

yang lainnya. 

                                                           
4
Ahmadi Miru,Hukum Kontrak dan 

Perencanaan Kontrak, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, hlm.143. 

 Tidak hanya itu, dalam hukum 

dagang juga sudah banyak yang membahas 

serta mengatur tentang hukum pelindungan 

konsumen serta terdapat beberapa peraturan 

seperti (1) perundang-undangan yang meli-

puti UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Kep-

pres sampai dengan Surat Keputusan bersa-

ma dan Surat Edaran tertentu, (2) perjanjian 

kontrak, (3) traktat, (4) jurisprudensi, dan 

(5) kebiasaan.
5
 

Pemanfaatan teknologi informasi 

berperan penting dalam perdagangan dan 

pertumbuhan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah perlu mendukung perkembang-

an teknologi informasi melalui infrastruktur 

hukum dan pengaturannya, sehingga peanf-

aatan teknologi informasi dilakukan secara 

aman untuk mencegah penyalahgunaanya 

dengan memperhatikan nilai-nilai agama 

dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
6
 

 Konsep kepastian hukum mencakup 

sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah 

satu aspek dari kepastian hukum ialah 

perlindungan yang diberikan pada individu 

terhadap kesewenang-wenangan individu 

lainnya, hakim, dan administrasi (pemerin-

tah). Adalah kepercayaan akan kepastian 

hukum yang seharusnya dapat dikaitkan 

individu berkenaan dengan apa yang dapat 

diharapkan individu akan dilakukan pengu-

asa, termasuk juga kepercayaan akan kon-

sistensi putusan-putusan hakim atau admi-

nistrasi (pemerintah).
7
 

 Herlien Budiono mengatakan bahwa 

kepastian hukum merupakan ciri yang tidak 

dapat dipisahkan dari hukum, terutama 

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa 

nilai kepastian akan kehilangan makna ka-

rena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman 

perilaku bagi semua orang. Apeldoorn me-

ngatakan bahwa kepastian hukum memiliki 

                                                           
5
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, 

Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.17. 
6
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
7
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi 

Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian 

Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 208. 



Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2  No. 1, Agustus 2023, hal. 23-34 

 

26 

dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum 

dalam hal yang konkret dan keamanan 

hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari 

keadilan ingin mengetahui apa yang 

menjadi hukum dalam suatu hal tertentu se-

belum ia memulai perkara dan perlindungan 

bagi para pihak dalam kesewenangan 

hakim. 

 Untuk membuktikan perbuatan yang 

didakwakan kepada seorang terdakwa dan 

untuk mendapatkan kebenaran materiil ya-

ng akan membawa hakim pada suatu 

keyakinan bahwa terdakwa benar-benar 

bersalah, pengadilan mengadakan proses 

pemeriksaan yang dikenal dengan nama 

pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah 

mengatur mengenai alat-alat bukti yang 

diakui sah di dalam persidangan, yaitu 

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, 

kehadiran benda-benda yang tersangkut 

dalam suatu tindak pidana juga sangat 

diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim 

dikenal dengan istilah “barang bukti”.
8
 

Segala barang bukti diperlihatkan oleh 

hakim ketua sidang kepada terdakwa deng-

an menanyakan apakah terdakwa mengenali 

barang bukti tersebut dan apabila diper-

lukan juga diperlihatkan kepada saksi, 

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 

ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya 

barang bukti tersebut untuk menjaga jangan 

sampai barang bukti yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan 

barang bukti, di samping kemungkinan 

tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga 

jangan sampai barang yang dijadikan 

barang bukti tidak dikenal oleh terdak-

wa/saksi.
9
 Sungguh disayangkan, meskipun 

kedudukan barang bukti sangat penting 

                                                           
8
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam 

Proses Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 

1989, hlm. 14. 
9
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 

Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar, Cetakan 

Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 249. 

dalam suatu proses pembuktian pada sistem 

peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk 

mendukung dan menguatkan alat bukti 

yang sah serta untuk memperoleh keyaki-

nan hakim atas kesalahan yang didakwakan 

Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa,
10

 

tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 

di Indonesia saat ini yang memberikan 

defenisi apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan barang bukti tersebut. Menurut 

Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara 

pidana yaitu barang mengenai mana delik 

dilakukan (obyek delik) dan barang dengan 

mana delik dilakukan yaitu alat yang 

dipakai untuk melakukan delik misalnya 

pisau yang dipakai menikam orang. 

Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari 

delik, misalnya uang negara yang dipakai 

(korupsi) untuk membeli rumah pribadi, 

maka rumah pribadi itu merupakan barang 

bukti, atau hasil delik.
11

 
 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini  adalah peneliti-

an hukum normatif merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara mene-

liti bahan pustaka atau data sekunder”.
12

 

”Penelitian hukum normatif disebut juga 

penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, penelitian hukum nor-

matif adalah suatu proses untuk menemu-

kan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang di-

hadapi”.
13

 “Pada penelitian hukum jenis ini, 

seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan 

                                                           
10

Ratna Nurul Afiah, Op.Cit, hlm. 18. 
11

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 100. 
12

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 

hlm. 13. 
13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 

Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35 
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berperilaku manusia yang dianggap 

pantas”.
14

 

C. PEMBAHASAN 

A.  Analisis Yurisdis Kekuatan Pe-

mbuktian Alat Bukti Elektronik  

berdasarkan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elek-

tronik (ITE)  

 

Alat bukti elektronik memiliki 

cakupan yang luas dan jenis yang beragam, 

sehingga pengumpulan dan pemeriksaan 

alat bukti elektronik membutuhkan waktu 

yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 

Pengaturan alat bukti elektronik harus di-

dasarkan pada sistem dan prinsip pembuk-

tian hukum acara pidana yang berlaku di 

Indonesia. KUHAP belum mengatur me-

ngenai alat bukti elektronik sebagai alat 

bukti yang sah, namun beberapa peraturan 

perundang-undangan telah mengatur bahwa 

data elektronik dapat dijadikan sebagai alat 

bukti yang sah.  

Terdapat dua kata yang menunjuk-

kan arti “bukti” dalam bahasa inggris yakni 

evidence dan proof. Makana kedua kata ini 

memiliki perbedaan yang principal. Evi-

dence memilik arti yakni kumpulan infor-

masi yang mendukung suatu keyakinan 

bahwa beberapa bagian atau keselurahan 

fakta itu benar. Sedangkan proof mengacu 

kepada hasil dari suatu proses evaluasi.
15

 

Berdasarkan defenisi ini maka dapat ditraik 

kesimpulan bahwa membuktikan berarti 

memperlihatkan bukti sedangkan pembukti-

an diartikan sebagai proses, perbuatan atau 

cara membuktikan.
16

 Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memberikan arti kata Bukti 

sebagai sesuatu yang menyatakan kebena-

ran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum 

bukti diartikan sebagai segala asesuatu yang 

                                                           
14

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar 

Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006, hlm. 118. 
15

Eddy, O.S, Hiariej, Teori dan Hukum 

Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2 
16

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1990, hlm. 133 

memperlihatkan kebenaran fakta tertentu 

atau ketidakbenaran fakta lain oleh para 

pihak dalam perkara pengadilan guna 

memberikan bahan kepada hakim bagi 

penilaiannya.
17

 

Makna penting dari pembuktian 

adalah mencari kebenaran atas suatu 

peristiwa dalam konteks hukum yang mem-

punyai sebab akibat oleh karenanya dalam 

hukum acara merupakan inti dalam hukum 

acara merupakan inti dari pada persidangan. 

Dalam perspektif sistem peradilan pidana 

pada khususnya, maka aspek pembuktian,
18

 

memegang peranan yang menentukan untuk 

menyatakan kesa-lahan seseorang sehingga 

dijatuhkan pidana oleh hakim. Bila dilihat 

dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, 

aspek “pembuk-tian” terbilang unik karena 

dapat diklasifi-kasikan dalam kelompok 

hukum acara pidana atau hukum pidana 

materiil. Bila di-kaji secara mendalam, 

mengapa ada po-larisasi pemikiran aspek 

pembuktian di-kategorikan sebagai aspek 

hukum materiil oleh karena dipengaruhi 

dari adanya pende-katan hukum perdata, 

dimana pembuktian masuk ke dalam 

kategorisasi hukum per-data materiil dan 

formil akan tetapi sejak berlakunya 

KUHAP maka aspek pembuk-tian diatur 

dalam hukum pidana formil.
19

 

Sistem hukum pembuktian dalam 

hukum acara pidana di Indonesia menga-

nut negatief wettelijk bewijstheorie. Dalam 

sistem ini ada 2 (dua) hal yang merupakan 

syarat untuk membuktikan kesalahan ter-

dakwa, yakni: Wettelijk yaitu adanya alat-

alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh 

undang-undang, dan Negatief, yaitu adanya 

keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga 

                                                           
17

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83 
18

Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Hukum 

Pidana Indonesia : Persfektif Pembaharuan Hukum, 

Teori dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2014, hlm. 43 
19

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan 

Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia 

Persfektif, Teoritis, Praktik Membuat dan 

Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 64 
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berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim 

meyakini kesalahan terdakwa. Hal ini 

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 

KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurangkurangnya ada dua alat 

bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melaku-

kannya”.  

Bukti harus relevan dengan perkara 

yang diproses atau dengan kata lain bukti 

tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang 

menunjukkan kepda suatu kebenaran suatu 

peristiwa. Ian Dennis menyatakan bahwa : 

“Evidence must be relevant in order for a 

court to receive it. This means that is must 

relate to some fact which is proper object of 

the proof in the proceedings. The evidence 

must be relate d the fact to be proved in the 

sense that it tends to make the existence (or 

not-existence) of the fact more probable, or 

less probable, that it would be without 

evidence”
20

 

Alat bukti dalam hukum pidana 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

adalah:  

a. keterangan saksi;  

b. keterangan ahli;  

c. surat;  

d. petunjuk;  

e. keterangan terdakwa.  

Alat bukti dikatakan sebagai alat 

bukti yang sah apabila memenuhi pers-

yaratan materiil dan persyaratan formil. 

Syarat materiil tentu saja yang berkaitan 

dengan substansi dari pokok perkara 

sedangkan syarat formil disini adalah 

terkait dengan seberapa relevan alat bukti 

itu guna menghindari cara perolehan alat 

bukti yang tidak sesuai dengan prosedur 

hukum (unlawful legal evidence) dan 

bagaimana nilai kekuatan alat bukti yang 

diajukan tersebut guna menjadi pertim-

bangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Syarat formil yang harus dipenuhi agar 
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keterangan saksi memiliki nilai kekuatan 

sebagai alat bukti adalah:  

a) Tidak boleh bersama-sama se-

bagai terdakwa;  

b) Tidak boleh ada hubungan ke-

luarga;  

c) Mampu bertanggung jawab 

yakni sudah berumur 15 (lima 

belas) tahun atau sudah pernah 

kawin dan tidak sakit ingatan.  

d) Kesaksian harus diucapkan da-

lam sidang;  

e) Kesaksian tersebut harus di-

ucapkan dibawah sumpah;  

f) Tidak dikenai asas unus testis 

nullus testis.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 

ayat (1) KUHAP jo. Pasal 26 A UU TPK, 

maka dapat kita simpulkan bahwa rekaman 

pembicaraan seseorang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara 

tindak pidana korupsi. Sudah sangat jelas 

bahwa hukum positif kita mengatur 

mengenai hal tersebut. Hal ini juga berlaku 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Walau-pun UU No. 20/2001, UU No. 

15/2002 dan UU No. 15/2003 telah 

mengakui legalitas informasi elektronik 

sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuan-

nya masih terbatas pada tindak pidana 

dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan 

terorisme saja. Di dalam UU No. 20/2001, 

UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 juga 

belum ada kejelasan mengenai legalitas 

print out sebagai alat bukti dan juga belum 

diatur tata cara yang dapat menjadi acuan 

dalam hal perolehan dan pengajuan in-

formasi/dokumen elektronik sebagai alat 

bukti ke pengadilan. Dasar hukum penggu-

naan alat bukti elektronik di pengadilan 

menjadi semakin jelas setelah diundang-

kannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik seba-
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gaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 

2016 (UU ITE). UU ITE ini dinilai lebih 

memberikan kepastian hukum dan lingkup 

keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas 

pada tindak pidana korupsi, pencucian uang 

dan terorisme saja. Pasal 1 angka 1 UU ITE 

memberikan menyebutkan bahwa “Infor-

masi electronik adalah satu atau sekum-

pulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data inter-

change (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy atau seje-

nisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 

simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya”. Seda-

ngkan yang dimaksud dengan Dokumen 

Elektronik adalah setiap Informasi Elektro-

nik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, di-

terima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui Komputer atau 

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE. Pada 

prinsipnya Informasi Elektronik dapat 

dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan 

dengan Dokumen Elektronik. Informasi 

Elektronik ialah data atau kumpulan data 

dalam berbagai bentuk, sedangkan Doku-

men Elektronik ialah wadah atau „bungkus‟ 

dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh 

apabila kita berbicara mengenai file musik 

dalam bentuk mp3 maka semua informasi 

atau musik yang keluar dari file tersebut 

ialah Informasi Elektronik, sedangkan 

Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah 

mp3.  

Selain mengakui informasi/doku-

men elektronik sebagai alat bukti, UU ITE 

juga mengakui print out (hasil cetak) 

sebagai alat bukti hukum yang sah. 

Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa:  

(1)   Informasi Eletkronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat 

bukti hukum yang sah.  

(2)   Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) merupa-

kan perluasan dari alat bukti 

yang sah sesuai dengan Hukum 

Acara yang berlaku di Indone-

sia.  

Pasal 5 ayat (3) UU ITE menya-

takan bahwa keabsahan alat bukti elektro-

nik ini diakui oleh hakim apabila menggu-

nakan Sistem Elektronik yang sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 

16 ayat (1) UU ITE, yaitu yang memenuhi 

persyaratan minimum sebagai berikut:  

a. dapat menampilkan kembali 

Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik secara utuh 

sesuai dengan masa retensi yang 

ditetapkan dengan Peraturan 

Perundang-undangan;  

b. dapat melindungi ketersediaan, 

keutuhan, keotentikan, keraha-

siaan, dan keteraksesan Infor-

masi Elektronik dalam Penye-

lenggaraan Sistem Elektronik 

tersebut;  

c. dapat beroperasi sesuai dengan 

prosedur atau petunjuk dalam 

Penyelenggaraan Sistem Elekt-

ronik tersebut;  

d.  dilengkapi dengan prosedur atau 

petunjuk yang diumumkan deng-

an bahasa, informasi, atau simbol 

yang dapat dipahami oleh pihak 

yang bersangkutan dengan Pe-

nyelenggaraan Sistem Elektronik 

tersebut; dan  

e. memiliki mekanisme yang ber-

kelanjutan untuk menjaga ke-

baruan, kejelasan, dan keberta-

nggungjawaban prosedur atau 

petunjuk. Tata cara perolehan 
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informasi/dokumen elektronik 

yang digunakan sebagai alat 

bukti di pengadilan apabila 

terkait dengan tindak pidana 

maka untuk mendapatkannya 

harus melalui izin Ketua Peng-

adilan Negeri setempat seba-

gaimana diatur dalam Pasal 43 

ayat (3) UU ITE yang menya-

takan bahwa “Penggeledahan 

dan/atau penyitaan terhadap 

sistem elektronik yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana 

harus dilakukan atas izin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat”. 

Hakim Mohammed Chawki dari 

Computer Crime Research Center meng-

klasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga 

kategori, sebagai berikut:
21

 

a. Real Evidence  

Real Evidence atau Physical Evidence 

ialah bukti yang terdiri dari objekobjek 

nyata/berwujud yang dapat dilihat dan 

disentuh. “Real evidence juga merupa-

kan bukti lang-sung berupa rekaman 

otomatis yang dihasilkan oleh kom-

puter itu sendiri dengan menjalankan 

software dan receipt dari informasi 

yang diperoleh dari alat (device) yang 

lain, contohnya computer log files”. 

Edmon Makarim mengemukakan bukti 

elektronik sebagai suatu alat bukti yang 

sah dan yang berdiri sendiri (real 

evidence), tentunya harus dapat diberi-

kan jaminan bahwa suatu rekaman/sa-

linan data (data recording) berjalan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku 

(telah dikalibrasi dan diprogram) sede-

mikian rupa sehingga hasil print out 

suatu data dapat diterima dalam pem-

buktian suatu kasus.  

b. Testamentary Evidence.  

Testamentary Evidence juga dikenal 

dengan istilah Hearsay Evidence 

dimana keterangan dari saksi maupun 

expert witness yaitu keterangan dari 
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seorang ahli dapat diberikan selama 

persidangan, berdasarkan pengalaman 

dan pengamatan individu. “Peranan 

dari keterangan ahli sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan kita 

yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 

1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli 

dinilai sebagai alat bukti yang mem-

punyai kekuatan pembuktian jika kete-

rangan yang diberikan tentang sesuatu 

hal berdasarkan keahlian khusus dalam 

bidang yang dimilikinya dan yang 

berupa keterangan “menurut pengeta-

huannya” secara murni”. Kedudukan 

seorang ahli dalam memperjelas tindak 

pidana yang terjadi serta menerangkan 

atau menjelaskan bukti elektronik sa-

ngat penting dalam memberikan keya-

kinan hakim dalam memutus perkara 

kejahatan dunia maya.  

c. Circumstantial Evidence.  

Pengertian dari Circumstantial Eviden-

ce ini adalah merupakan Bukti ter-

perinci yang diperoleh berdasarkan 

ucapan atau pengamatan dari kejadian 

yang sebenarnya yang mendorong 

untuk mendukung suatu kesimpulan, 

tetapi bukan untuk membuktikannya. 

Circumstantial evidence atau derived 

evidence ini merupakan kombinasi dari 

real evidence dan hearsay evidence”. 

Sampai saat ini ada beberapa per-

undang-undangan yang secara parsial 

telah mengatur eksistensi alat bukti 

elektronik, yaitu:  

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1997 Tentang Dokumen Perusa-

haan. Dari Pasal 12 UU No. 

8/1997 tersebut dinyatakan bahwa 

dokumen perusahan dapat dia-

lihkan kedalam microfilm, dan di 

pasal selanjutnya dinyatakan bah-

wa dokumen perusahaan baru 

mempunyai kekuatan sebagai alat 

bukti setelah dilakukan proses 

pengalihan yang kemudia dilan-

jutkan dengan proses legalisasi. 

Setelah proses tersebut barulah 
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dokumen perusahaan dinyatakan 

sebagai alat bukti yang sah.  

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberan-

tasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan KUHAP, alat bukti 

petunjuk hanya dapat diperoleh 

dari keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa. Tetapi, 

menurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001, bukti petunjuk juga 

dapat diperoleh dari alat bukti 

lain yang berupa informasi yang 

diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik deng-

an alat optik atau yang serupa 

dengan itu tetapi tidak terbatas 

pada data penghubung elektronik 

(electronic data interchange), 

surat elektronik (email), telegram, 

teleks, faksimili, dan dari doku-

men, yakni setiap rekaman data 

atau informasi yang dapat dike-

luarkan dengan atau tanpa bantu-

an suatu sarana, baik yang tertu-

ang di atas kertas, benda fisik 

apapun selain kertas, maupun 

yang terekam secara elektronik, 

yang berupa tulisan, suara, gam-

bar, peta, rancangan, foto, huruf, 

tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna.  

3) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peratu-

ran Pemerintah Pengganti Unda-

ng-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. Pada Pasal UU 

Terorisme mengatur bahwa alat 

bukti pemeriksaan tindak pidana 

terorisme yaitu antara lain alat 

bukti lain berupa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang 

serupa dengan ini.  

4) Undang-Undang Nomor 21 Ta-

hun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Ora-

ng. Dalam Pasal 29 UU Pembe-

rantasan Tindak Pidana Perdaga-

ngan Orang pengaturan menege-

nai alat bukti elektronik lebih 

jelas dari undang-undang sebelu-

mnya. Namun masih belum men-

jangkau perkembangan alat bukti 

elektronik yang semakin bera-

gam.  

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencucian Uang. 

Dalam Undangundang Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Pencucian 

Uang juga diatur mengenai alat 

bukti elektronik, hal tersebut da-

pat dilihat pada Pasal 73. Dalam 

Undang-undang ini mengenai hu-

kum pembuktian nya selain me-

nggunakan alat bukti yang di-

tentukan dalam KUHAP. juga, 

menggunaan alat bukti elektronik 

yang diperbolehkan, sehingga alat 

bukti elektronik diakui keberada-

anya. Namun dalam undang-

undang tersebut hanya menyebut-

kan boleh digunakan yaitu alat 

bukti lain berupa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang se-

rupa dengan itu. Pengaturan terse-

but belum dapat mengakomudir 

alat bukti elektronik.  

6) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Indormasi 

Dan Transaksi Elektronik. Deng-

an diundangkanya Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dapat memberikan da-

sar mengenai penggunaan alat 

bukti elektronik, dengan adanya 

UU ITE ini alat bukti elektronik 

dapat menjadi alat bukti yang sah 



Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2  No. 1, Agustus 2023, hal. 23-34 

32 

yang merupakan perluasan dari 

KUHAP, sehingga alat bukti 

elektronik telah sah dalam pera-

dilan. Alat bukti elektronik terse-

but pengaturanya dalam Pasal 5 

UU ITE. Pasal 5 terkait dokumen 

elektronik sebagai bukti hukum 

yang sah di pengadilan. UU ITE 

yang baru mengikuti putusan 

Mahkamah Konstitusi yang me-

nyatakan dokumen elektronik 

yang diperoleh melalui penyada-

pan (intersepsi) tanpa seizin 

pengadilan tidak sah sebagai 

bukti. 

B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik 

dalam Hukum Pembuktian di 

Indonesia  

Mengenai bukti elektronik, sebenar-

nya di Indonesia telah ada beberapa tinda-

kan yang mengarah pada penggunaan dan 

pengakuan terhadap dokumen elektronik 

sebagai alat bukti yang sah, misalnya 

dengan dikenalnya online trading dalam 

bursa efek dan pengaturan microfilm serta 

sarana elektronik sebagai media penyimpan 

dokumen perusahaan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 

Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-

undang Dokumen Perusahaan dapat dikata-

kan merupakan awal mula pengaturan 

terhadap pembuktian elektronik, karena 

telah memberi kemungkinan kepada doku-

men perusahaan yang telah diberi ke-

dudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, 

untuk diamankan melalui penyimpanan 

dalam bentuk microfilm. Selanjutnya ter-

hadap dokumen yang disimpan dalam 

bentuk elektronik (paperless) tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah 

seandainya kelak terjadi sengketa ke Peng-

adilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan 

bahwa munculnya Undang Undang Doku-

men Perusahaan merupakan titik awal 

diakuinya bukti elektronik berupa dokumen 

elektronik sebagai alat bukti yang dapat 

diajukan ke Pengadilan. Kemudian dalam 

Undang Undang No. 24 Tahun 2003 

Tentang Mahkamah Konstitusi (sekalipun 

bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa 

perdata), yang juga menyisipkan aturan 

tentang hukum acaranya, menentukan 

dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat 

bukti yang dapat digunakan dalam pem-

buktian di persidangan Mahkamah Konsti-

tusi, adalah:  

a) surat / tulisan  

b) keterangan saksi  

c) keterangan ahli  

d) keterangan para pihak  

e) petunjuk alat bukti lain berupa 

informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, di-terima, atau 

disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu. 

Dalam Undang Undang No. 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah 

mengakui informasi elektronik sebagai 

dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam 

hal timbul sengketa, pemohon harus 

memberitahukan dengan surat tercatat, 

telegram, teleks, faksimili, e-mail, atau 

buku ekspedisi, kepada termohon bahwa 

syarat arbitrase yang diadakan oleh 

pemohon atau termohon berlaku”. Secara 

lebih tegas mengenai pengaturan terhadap 

bukti elektronik ini juga telah diatur melalui 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 seba-

gai mana diubah dengan UU No. 19 tahun 

2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), yang secara khusus 

mengatur tentang bukti elektronik. Dalam 

Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas 

bahwa informasi dan atau dokumen elek-

tronik dan atau hasil cetaknya merupakan 

alat bukti yang sah dan memiliki akibat 

hukum yang sah. Lebih lengkapnya dalam 

Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan 

bahwa:
22

 

(1)   Informasi Elektronik dan/atau Doku-

men Elektronik dan/atau hasil cetak-

nya merupakan alat bukti hukum 

yang sah.  
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Pasal 5 Undang-undang ITE 
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(2)   Informasi Elektronik dan/atau Doku-

men Elektronik dan/atau hasil cetak-

nya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan perluasan dari 

alat bukti yang sah sesuai dengan 

Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia. 

(3)   Informasi Elektronik dan/atau Doku-

men Elektronik dinyatakan sah 

apabila menggunakan Sistem Elek-

tronik sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang Undang ini.  

(4)   Ketentuan mengenai Informasi Elek-

tronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tidak berlaku untuk:  

a. Surat yang menurut Undang-

Undang harus dibuat dalam 

bentuk tertulis; (yaitu meliputi 

tetapi tidak terbatas pada surat 

berharga, dan surat yang diguna-

kan dalam proses penegakan 

hukum acara perdata, pidana, dan 

administrasi negara); dan  

b. Surat beserta dokumennya yang 

menurut Undang-Undang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaril 

atau akta yang dibuat oleh peja-

bat pembuat akta.  

Dari apa yang telah diuraikan di 

atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

secara umum bentuk dari alat 

bukti elektronik itu adalah berupa 

Informasi Elektronik dan Doku-

men Elektronik, disamping ada 

pemeriksaan saksi dengan me-

nggunakan teleconferences. Me-

nurut Pasal 1 ayat (3) Undang 

Undang ITE, yang dimaksud 

Informasi Eelektronik adalah: 

”Satu atau sekumpulan data elek-

tronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara atau 

gambar, peta, rancangan, foto 

atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol atau 

perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahami-

nya yang telah diolah sehingga 

mempunyai arti. 

(5)   Batasan mengenai Dokumen Elek-

tronik, sebagaimana diatur pada ayat 

(14) pasal tersebut di atas adalah: 

”Setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, dite-

rima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, op-

tikal atau sejenisnya; yang dapat di-

lihat, ditampilkan dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elek-

tronik, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara atau gambar, 

peta, rancangan, foto atau sejenis-

nya, huruf, tanda, angka, kode akses, 

simbol atau perforasi yang memiliki 

makna atau arti atau dapat difahami 

oleh orang yang mampu memaha-

minya.”  

Sesunguhnya keberadaan undang-

undang ITE ini sangat diperlukan untuk 

memberikan koridor hukum yang jelas dan 

terarah serta menyikapi pentingnya ke-

beradaan undang-undang yang berkaitan 

dengan dunia maya (cyberspace), khusus-

nya yang mencakup pengaturan transaksi 

elektronik. Dengan adanya Undang Undang 

ITE, maka bukti elektronik diakui secara 

sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan 

di Pengadilan. Pengakuan terhadap bukti 

elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat 

digunakan di Pengadilan yang diatur dalam 

Undang Undang ITE, belumlah cukup 

memenuhi kepentingan praktik peradilan, 

karena baru merupakan pengaturan dalam 

tataran hukum materiil. Mengingat praktek 

peradilan didasarkan pada hukum acara 

sebagai hukum formal yang bersifat 

mengikat, maka pengaturan bukti elektronik 

(sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan 

ke pengadilan) dalam bentuk hukum for-

mal/hukum acara sangat diperlukan guna 

tercapainya kepastian hukum. Baik Hukum 

Acara Perdata maupun hukum Acara 

Pidana sebagai hukum formal yang meru-

pakan tata cara atau aturan main untuk 

berperkara ke Pengadilan yang bersifat me-

maksa dan mengikat bagi Hakim maupun 
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para pihak yang berperkara, haruslah secara 

tegas mengatur dan mengakui bukti elek-

tronik sebagai alat bukti yang sah di Peng-

adilan.  

Rancangan Undang Undang Hukum 

Acara Perdata sudah mengakomodasi me-

ngenai bukti elektronik dengan merumus-

kan pengaturan mengenai alat bukti secara 

terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang 

mengatur bahwa: “pembuktian dapat dila-

kukan dengan semua alat bukti, kecuali 

undang-undang menentukan lain”. Meski-

pun bukti elektronik belum diatur secara 

tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun 

Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan 

asas peradilan bahwa hakim tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya sekalipun 

dengan dalih hukumnya tidak jelas atau 

tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib 

menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk 

dan berkembang dfalam masyarakat, maka 

Undang Undang ITE yang telah mengatur 

bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, 

dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mejadikan bukti elektronik sebagai alat 

bukti yang sah dipersidangan. 
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